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A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

1 | Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

A.
(S)
Komposisi dan persyaratan pemegang | Pemegang saham terdiri PSP dan Pemegang
1) | saham memenuhi ketentuan peraturan | Saham lainnya telah sesuai persyaratan dan
perundang-undangan. perundang-undangan
Kebijakan dan tata cara pengambilan
keputusan melalui RUPS tercantum | Kebijakan dan tata cara pengambil keputusan
2) | dalam anggaran dasar dan selaras | selalu melalui RUPS yang tidak melanggar aturan
dengan ketentuan peraturan | di atasnya.
perundang-undangan.
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi | Visi dan Misi pengembangan BPR sudah
3) | pengembangan BPR kepada Direksi | dikomunikasikan secara optimal kepada Direksi /
dan/atau Dewan Komisaris. atau Dekom
Pemantauarf ter.hadap Rerkempangan Pemantauan perkembangan BPR terkadang
4) | BPR melalui hasil pengawasan Dewan | . i S
yor dilakukan melalui informasi dari Dekom.
Komisaris.
Dikungan. pemegane Sgham da'am Pemegang saham selalu mendukung
pengembangan BPR melalui .
5) pengembangan BPR melalui penambahan modal
perencanaan permodalan atau B
. sesuai POJK.
dukungan pengembangan lain.
Memastikan pelaksanaan tata kelola
Yang sehit, antara_x Hin mc'enghlndav Pemegang saham tidak terjadi benturan
benturan kepentingan, intervensi, : . -
3 T kepentingan atau intervensi vyang dapat
mengambil keuntungan pribadi atau )
6) . mengurangi keuntungan BPR dan mengutamakan
kepentingan golongan tertentu, dan i . - '
; kepentingan  ekonomis BPR  dibandingkan
keputusan pengangkatan, penggantian, kenentingan ibadi
atau pemberhentian anggota Direksi P ganp )
dan/atau Dewan Komisaris.
Pengambilan keputusan melalui RUPS
memperhatlkan,‘ant.ara 0 ma§uk§n Keputusan RUPS selalu mempertimbangkan
7) | dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, .
> | masukan dari Dekom dan pemegang saham.
serta masukan atau pendapat dari
seluruh pemegang saham.
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Pemegang saham memperoleh hak dan | Setiap Pemegang saham selalu di perlakukan
8) | perlakuan yang adil, antara lain dalam | secara adil dalam pemberian deviden dan hak
pelaksanaan aksi korporasi. suaranya.
Perkembangan kinerja BPR sejalan
9) dengan rencana strategis, antara lain | Kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis
melalui realisasi rencana permodalan | khususnya tentang pemenuhan permodalan.
atau rencana dukungan lainnya.
10) | Pemegang saham tidak melakukan | Pemegang saham tidak melakukan benturan
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No|  KRIERIA/INDIKATOR ™ | KFTFRANGAN
benturan  kepentingan, intervensi, | kepentingan dan intervensi kepada pengurus yang
mengambil keuntungan pribadi atau | dapat mengurangi keuntungan BPR dan
kepentingan golongan tertentu, dan | mempengaruhi kelangsungan bisnis BPR.
keputusan pengangkatan, penggantian,
atau pemberhentian anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris.

Penggunaan laba dan pembagian
dividen = memperhatikan  kebijakan
penggunaan laba dan pembagian | Pembagian deviden tidak dilakukan sesuai
11) dividen yang sejalan dengan anggaran | anggaran dasar dan ketentuan peraturan
dasar dan  ketentuan peraturan | perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan
' perundang-undangan, serta | BPR masih memiliki kerugian.
mempertimbangkan kondisi eksternal
dan internal.
KESIMPULAN Nilai Faktor 1
a. | Struktur: Nilai : 2 (Baik dan Mamadai)

1) | Faktor Positif: Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Aspek
PSP dan Pemegang saham | pemegang Saham termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin
lainnya sesuai kentuan dan | dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang
persyaratan peratutan | ditunjukkan antara lain :
perundang-undangan yang | a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan
berlaku. dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan

2) | Faktor Negatif: kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul
Tidak ada tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi

b. | Proses: atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan

1) | Faktor Positif: pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian
Secara umum proses tata anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan
kelola pemagang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
dengan perautan perundang- | b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi
undangan yang berlaku. melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan

2) | Faktor Negatif: peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis
Tidak ada sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian

c. | Hasil: besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan

1) | Faktor Positif ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau
Setiap Pemegang saham di perkembangan kegiatan usaha BPR.
perlakukan secara adil c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah

2) | Faktor Negatif dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan
Tidak ada penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan
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B. FAKTOR 2 PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

KRITERIA / INDIKATOR

- KETERANGAN

Pelaksanaan Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang DlrekSI

A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
1) Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi | Jumlah, Komposisi Dan Kriteria
bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi | Direksi belum sesuai dengan POJK.
kepatuhan.
2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah | Tempat tinggal dan wilayah Direksi
sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. sesuai POJK.
Anggota .Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, Anggota Direksi tidak merangkap
3) | lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga | . :
’ 3 A jabatan sesuai POJK.
lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait
a) dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan | Anggota Direksi tidak terdapat
kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam | hubungan sesuai POJK
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia | Direksi cukup memadai
dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk | pemenuhan sumber daya manusia
5) satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan | dan struktur organisasi untuk PE
kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka | operasional perkreditan, kecuali PE
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Kepatuhan / Menris / APU PPT/
SAF.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
anggota Direksi yang memuat paling sedikit: Direksi telah memiliki pedoman
6) a.tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; dan tata tertib kerja anggota
b.pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; | Direksi (Piagam Direksi) sesuai
dan POJK.
c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan | Direksi telah menyusun dan
7) | remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR. menetapkan kebijakan remunerasi
bagi PE dan pegawai BPR.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan | Direksi tidak menggunakan
8) dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau | penasihat perorangan dan / atau
konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan | jasa profesional sebagai tenaga ahli
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. atau konsultan
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan | Direksi cukup memiliki kompetensi
Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan | sesuai POJK, serta memiliki
kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara | kemauan untuk meningkatkan
9) | berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, | pengetahuan dan pembelajaran
pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan | secara berkelanjutan.
tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesual
dengan ketentuan.
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
10) Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh | Direksi telah melaksanakan tugas

tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara

dengan itikad baik, penuh tanggung
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. KRUERIAVINDIATOR. .

= KETERANGAN =

T independen, dan tidak memberikan kuasa uniurﬁ xyang

dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang
Direksi.

jawab, kehati-hatian, tanggung
jawab secara independen, dan
tidak memberikan kuasa umum.

Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola,
manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

Direksi cukup memadai secara
optimal penerapan prinsip tata

L) kelola, manajemen risiko, dan
kepatuhan secara terintegrasi.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan
(termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap | Direksi telah  menindaklanjuti
undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi | temuan  audit Internal dan
12) | dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab | Eksternal serta masukan hasil
terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan | pengawasan Dewan Komisaris, dan
hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa | OJK.
Keuangan dan/atau otoritas lain.
Direksi menyediakan data dan mforr:nasn yang akurat, Direksi sélalii” menyediakan "data
relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak - !
s g . dan informasi yang akurat, relevan,
13) | memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan
dan tepat waktu kepada Dewan
peraturan perundang-undangan, termasuk kepada oyt
o Komisaris
Dewan Komisaris.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai | Pengambilan keputusan Direksi
14) dengan pedoman dan tata tertib kerja. selalu ber-pedoman dan tata tertib
kerja (Piagam Direksi) yang disusun
dan ditetapkan Direksi.
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan | Kebijakan dan keputusan strategis
dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan | yang dibuat direksi selalu
15) | Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara | memper- timbangkan masukan dari
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dekom dan diputuskan dalam rapat
Direksi.
DlrekSl. tidak menggunakan BI_DR untL_Jk kepentingan Direksi tidak menggunakan BPR
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat ; B
; : untuk kepentingan pribadi,
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta ; -
16) | .. . ; keluarga, dan/atau pihak lain dan
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan | _, x 2 it
L s ] . : L i tidak menerima remunerasi diluar
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya i telahdtetpkaniips
yang ditetapkan RUPS. yang P )
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara | Direksi cukup memadai mem
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan | budayakan pembelajaran berke
tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait | lanjutan dalam peningkatan
17) | bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung | pengetahuan perbankan dan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. bidang lainnya yang mendukung
pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya.
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh | Direksi cukup memadai dalam
pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat | mengkomunikasikan kepada
memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka | seluruh pegawai mengenai
18) | pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan | kebijakan strategis, diantaranya

media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah
diakses oleh seluruh pegawai.

Kebijakan Kepegawaian, Kebijakan
Perkreditan, Kebijakan Strategi Anti
Fraud.
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diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara
lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Nol - KRITERIAJINDIKATOR = = = - KFTERANGAN.
Direksi mengungkapkan: . .
a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan Dk - tetah ¥ hengimgkaplon
: tentang kepemilikan saham, dan
penusaiidan Hipsdan hubungan keuangan dan/atau
19) | b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga ; .
; g hubungan keluarga sampai derajat
sampai derajat kedua dengan anggota Dewan
s RTINS kedua dengan pengurus dan
Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang
<aham BER. pemegang saham BPR.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi | Anggota Direksi telah mampu
20) keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang | menjaga integritas dan reputasi
dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung | keuangan serta mengimplemen -
jawab. tasikan kompeten
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan | Direksi cukup memadai dan
21) | tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten. mengevaluasi pedoman dan tata
tertib kerja direksi.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat | Direksi cukup memadai
22) Eksekutif dan pegawai BPR. mengevaluasi setiap tahun
kebijakan remunerasi bagi PE dan
pegawai BPR.
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah | Direksi telah melaksanakan tugas
23) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada | dan mempertanggung jawabkan
pemegang saham melalui RUPS. kepada pemegang saham melalui
RUPS.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam | Seluruh pegawai cukup memadai
24) implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai | dalam implementasi atas kebijakan
visi dan misi BPR. strategis untuk mencapai visi dan
misi BPR secara teknis operasional.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung | Keputusan Direksi mengikat bagi
25) | jawab seluruh anggota Direksi. semua direksi sebagai dasar
pengambilan keputusan.
H_asll rapat le’ekSI dltuangkaf\ dalam rl'sala.h rapat dan Hasil apds Direksi setili
didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada | . )
26) ;i ; I Lok £ ; dituangkan dalam risalah rapat dan
seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen | . ; .
. i didokumen tasikan dengan baik.
yang disepakati.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan
keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan | Terdapat cukup peningkatan
peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau | kemampuan, pengalaman, dan
27) | jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan | keahlian anggota Direksi dalam
peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, | meningkatkan kinerja pengelolaan
penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan | BPR.
pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
Direksi  menyampaikan  laporan-laporan  terkait | Direksi selalu  menyampaikan
28) penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana | laporan-laporan terkait penerapan

tata kelola kepada pihak-pihak
sesuai POJK.
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KESIMPULAN

Nilai Faktor 2

Struktur:

1) | Faktor Positif:

Secara umum tentang struktur tata
kelola direksi  termasuk baik dan
cukup mamadai.

2) | Faktor Negatif:

Direksi belum memadai pemenuhan
SDM dan struktur organisasi untuk PE
operasional perkreditan, kecuali PE
Independen  (Fungsi Kepatuhan,
Manris dan Audit Intern telah lengkap)

Proses:

1) | Faktor Positif:
Secara umum proses tata kelola
direksi, telah dilaksanaan sesuai POJK.

2) | Faktor Negatif:

Direksi belum optimal mem
budayakan pembelajaran berke
lanjutan

Hasil:

1) | Faktor Positif
Secara umum hasil tata kelola direksi,
telah dilaksanaan sesuai POJK

2) | Faktor Negatif
Pegawai cukup mengetahui dalam
implementasi atas kebijakan strategis.

Nilai : 2 (Baik dan Cukup Mamadai)

Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola
Direksi termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari
pemenuhan prinsip tata kelola Cukup Memadai, yang
ditunjukkan antara lain :

1.

Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang
harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan
ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab
terlaksana dengan baik namun terdapat
kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang
tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan
segera serta hasil kinerja Direksi dapat
dipertanggung jawabkan kepada pemegang
saham melalui RUPS.

Direksi telah melakukan pemenuhan sumber
daya manusia dan struktur organisasi, termasuk
membentuk satuan kerja atau mengangkat
Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas
sesuai dengan ketentuan dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada
seluruh jenjang organisasi telah menerapkan
prinsip tata kelola dengan baik.

Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman
dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga
pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan
rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana
dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib
kerja.

Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta
upaya untuk membudayakan pembelajaran
secara berkala sehingga terdapat peningkatan
pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.

Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan
audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari
satuan kerja atau pejabat yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor
ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris,
Otoritas Jasa
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C. FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN

KOMISARIS
No| - KRITERIA/INDIKATOR |~ KETERANGAN =
3 | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan

Wewenang Dewan Komisaris

A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
Jumlfa g ; SREEGta’ newan Kom-lsarls gan Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan
1) | Komisaris Independen sesuai dengan F e :
: Komisarisi belum sesuai dengan POJK.
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Apggota Dewan _Komlsans bertempat tlnggal Wilayah tempat tinggal anggota Dewan
2) | di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas S, .
Komisaris telah sesuai dengan POJK.
Jasa Keuangan.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata
;irtltc’)tk:rljjz\:/vzr:\gI?:rrnsil:::i?e:flka;lti’r?g‘ss:silii':t) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman
£e yang paiing dan tata tertib kerja (Piagam Dewan
3) | memuat: = o . : I
. Komisaris) yang bersifat mengikat bagi setiap
a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang i .
S anggota Dewan Komisaris sesuai POK.
Dewan Komisaris; dan
b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.
Pewan Komlszfms Hegk:melakukan rang!<ap Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap
4) | jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas | . :
jabatan sesuai POJK.
Jasa Keuangan.
Anggota. .-Dewan ; Koisangs, memenuhl Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi
persyaratan terkait dengan hubungan A T
persyaratan terkait memiliki hubungan
5) | keluarga, hubungan  keuangan, dan
o > . keluarga, hubungan keuangan, dan
kepemilikan saham sebagaimana diatur kenamilikan sahamvang sesial POIK
dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. P yang J
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, | Seluruh Komisaris Independen tidak ada
kepemilikan saham dan/atau hubungan | hubungan keuangan, kepengurusan,
6) keluarga dengan anggota Dewan Komisaris | kepemilikan saham dan/atau hubungan
lain, Direksi dan/atau pemegang saham | keluarga dengan anggota Dewan Komisaris
pengendali atau hubungan lain yang dapat | lain, Direksi dan/atau pemegang saham
memengaruhi kemampuannya untuk | sesuai POJK.
bertindak independen.
Anggota Dewan Komisaris memiliki
kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan | Anggota Dewan Komisaris cukup memiliki
kemampuan untuk melakukan pembelajaran | kompetensi sesuai dengan POJK, dan
7) | secara berkelanjutan dalam rangka | memiliki kemauan dan kemampuan untuk
peningkatan kemampuan, pengalaman, dan | melakukan pembelajaran secara
keahlian agar dapat mengimplementasikan | berkelanjutan.
kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR. :
Dewan Komisaris menyusun kebijakan | Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan
8) remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan | remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan

Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris
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DIKA

Proses Penerapan Tata Kélola (P)

B.
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, | Dewan Komisaris cukup memedai
tanggung jawab, dan wewenang untuk | melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan
kepentingan BPR dengan iktikad baik dan | wewenang tetapi selalu prinsip kehatihatian,
dengan prinsip kehatihatian, serta tidak | dan tidak memberikan kuasa umum vyang
9) | memberikan kuasa umum yang | mengakibatkan  pengalihan tugas dan
mengakibatkan  pengalihan tugas dan | wewenang Dewan Komisaris.
wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, anggaran
dasar, dan/atau keputusan RUPS.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, | Dewan Komisaris cukup memedai
10) dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola | mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi
dan manajemen risiko serta kebijakan | pelaksanaan tata kelola dan manajemen
strategis BPR sesuai ketentuan. risiko serta kebijakan strategis BPR.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam
pengambilan keputusan kegiatan operasional
BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana
kepada pihak terkait sebagaimana diatur | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam
11) | dalam ketentuan mengenai batas maksimum | pengambilan keputusan kegiatan operasional
pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang | BPR, kecuali yang ditetapkan dalam POJK.
ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit  atau
pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat
pelasggaran Meftiadap undang-undan_g dar! Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa
temuan berulang) dan rekomendasi dari | _. : : e :
5 ; Direksi menindaklanjuti temuan audit
12) satua.n kerja_z at.au pejliat Yang melaksanakap internal dan eksternal atau hasil pengawasan
fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil : : . Sbtias
= ; Dekom melalui laporan dari auditor internal
pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa tentang Laporan Audit Tindak Lanjut
Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga )
lain, antara lain dengan meminta Direksi
untuk menyampaikan dokumen hasil tindak
lanjut temuan.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk | Dewan Komisaris selalu meminta Direksi
memberikan penjelasan mengenai | untuk memberikan penjelasan permasalahan,
13) | permasalahan, kinerja, dan kebijakan | kinerja, dan kebijakan operasional BPR
operasional BPR. melalui rapat Direksi bersama Dewan
Komisaris.
Dewan  Komisaris  melaksanakan  dan | Dewan Komisaris  telah menyusun,
14) mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja | menetapkan dan melaksanakan pedoman
anggota Dewan Komisaris secara konsisten. dan tata tertib kerja anggota Dewan
Komisaris secara konsisten.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu | Dewan Komisaris cukup memadai untuk
15) | yang cukup untuk melaksanakan tugas dan | melaksanakan tugas dan tanggung jawab

tanggung jawab secara optimal sesuai dengan

secara optimal sesuai dengan pedoman dan
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No |

pedoman dan tata tertib kerja.

tata tertib kerja

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat

Dewan Komisaris secara berkala dan SN
s Dewan Komisaris selalu menyelenggarakan
pengambilan  keputusan rapat Dewan e L
o s : ; rapat Dewan Komisaris sesuai dengan
16) | Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu 3 3
. | pedoman dan tata tertib kerja Dewan
dengan cara musyawarah untuk mencapai S
" Komisaris.
mufakat sesuai dengan pedoman dan tata
tertib kerja Dewan Komisaris.
Anggota Dewan Komisaris tidak
mgmapfaatkan BFR untuk‘ kepgntmgan Anggota Dewan Komisaris tidak pernah
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang g ; s
2 > | terjadi benturan kepentingan untuk pribadi,
dapat merugikan atau mengurangi ; -
17) i > | keluarga, dan/atau pihak lain maupun
keuntungan BPR, serta tidak mengambil : : . :
. S . | menerima remunerasi yang tidak sesuai
dan/atau menerima keuntungan pribadi dari 5
) ; s . dengan kebijakan keputusan RUPS
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya
yang ditetapkan RUPS.
Anggota Dewan Komisaris melakukan | Anggota Dewan Komisaris selalu melakukan
pengawasan tugas Direksi dan memastikan | pengawasan tidak langsung melalui hasil
18) Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan | Laporan Tindak Lanjut dari Auditor Internal
Dewan Komisaris. tentang realisasi tugas Direksi dalam
menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan
Komisaris.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, | Dewan Komisaris tidak mengajukan kepada
yang dapat didahului oleh usulan dari komite | RUPS, untuk usulan pembentuk an komite
19) | remunerasi dan nominasi terkait kebijakan | yang membantu komisaris sebab modal inti
remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi | hanya di bawah Rp 50 M
dan anggota Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan | Dewan  Komisaris tidak  memastikan
tugas dan melakukan evaluasi atas | pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi
20) | pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh | atas pelaksanaan tugas komite, sebab BPR
Dewan Komisaris. tidak membentuk komite yang mebantu
dewan komisaris.
Dewan Komisaris secara berkala melakukan | Dewan Komisaris secara berkala belum
21) evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan | melakukan evaluasi terhadap kebijakan
nominasi bagi anggota Direksi dan anggota | remunerasi dan nominasi bagi anggota
Dewan Komisaris. Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan | Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas
22) baik dan telah mempertanggungjawabkan | dengan cukup baik dan telah
pelaksanaan tugas kepada pemegang saham | mempertanggungjawabkannya kepada
melalui RUPS. pemegang saham melalui RUPS.
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan | Hasil rapat Dewan Komisaris selalu
23) dalam risalah rapat dan didokumentasikan | dituangkan dalam risalah rapat dan
dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh | didokumentasikan dan informasikan kepada
anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris.
24) Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi | Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi

dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip

dan Dewan Komisaris telah sesuai prinsip
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keadilan dan kewajaran.

keadilan dan kéwajal;ah.

Dewan Komisaris menyampaikan laporan-
laporan terkait fungsi Dewan Komisaris
kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh,
dan tepat waktu.

25)

Dewan Komisaris selalu menyampaikan
laporan-laporan  terkait fungsi Dewan
Komisaris kepada OJK seperti Laporan
Pengawasan Realisasi RBB, dan Laporan bila
terjadi penympangan yang membahayakan
kelangsungan BPR.

Terdapat peningkatan kemampuan,
pengalaman, dan keahlian anggota Dewan
Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung ‘jawab pengawasan BPR yang
26) | ditunjukkan antara lain dengan peningkatan
kinerja individu, peningkatan kinerja BPR,
penyelesaian permasalahan yang dihadapi
BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi
stakeholders.

Terdapat cukup baik dan cukup memadai
peningkatan kemampuan, pengalaman, dan
keahlian anggota Dewan Komisaris dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengawasan BPR

KESIMPULAN Nilai Faktor 3
Struktur: Nilai : 2 (Baik dan Cukup Mamadai)
1) | Faktor Positif: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan

Secara umum tentang struktur tata kelola | Wewenang Dewan Komisaris termasuk predikat
dewan komisaris termasuk baik dan cukup | Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip

mamadai. tata kelola Cukup Memadai, yang ditunjukkan
2) | Faktor Negatif: antara lain :
Tidak ada 1. Dewan Komisaris cukup memadai

Proses:

1) | Faktor Positif:
Secara umum proses tata kelola dewan
komisaris, telah dilaksanaan sesuai POJK.

2) | Faktor Negatif:
Tidak ada 2.

Hasil:

1) | Faktor Positif
Secara umum hasil tata kelola dewan
komisaris, telah dilaksanaan sesuai POJK

2) | Faktor Negatif
Tidak ada

melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan
wewenang tetapi selalu prinsip kehatihatian,
dan tidak memberikan kuasa umum yang
mengakibatkan  pengalihan  tugas dan
wewenang Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah memiliki dan
menginikan pedoman dan tata tertib kerja
anggota Dewan Komisaris sehingga
pelaksanaan  tugas dan  pengambilan
keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat strategis terlaksana dengan
memperhatikan pedoman dan tata tertib
kerja.
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D. FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
‘No e s s e

~ KRITER IKAT

_KETERANGAN

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

A. (s)
BPR telah memiliki komite Direksi dan | BPR telah membentuk Komite Direksi seperti
1) komite Dewan Komisaris sebagaimana | Komite Kredit dan tidak membentuk Komite
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa | Dewan Komisaris sebab modal inti di bawah Rp
Keuangan. 50 M yang sesuai POJK.
BPR telah memiliki pedoman dan tata
2) tertib kerja untuk masing-masing komite | BPR belum memiliki Pedoman dan Tata Tertib
sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa | Kerja Komite Kredit (Piagam Komite Kredit)
Keuangan.
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Komite Direksi telah melaksanakan
fungsinya dengan baik antara lain komite
manajemen risiko memberikan | Direksi tidak membentuk Komite Manajemen
rekomendasi kepada direktur utama | Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M
3) | untuk menyempurnakan pelaksanaan | sesuai POJK, sehingga BPR cukup penunjuk PE
manajemen risiko berdasarkan hasil | Fungsi Manajemen Risiko
evaluasi dan komite kredit membantu
Direksi dalam mengevaluasi permohonan
kredit.
Komite audit telah ~melaksanakan | Dewan Komisarisi tidak membentuk Komite
fungsinya dengan baik antara lain | Audit, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M
a) dengan melakukan evaluasi terhadap | sesuai POJK, sehingga Tunggas dan tanggung
penerapan fungsi audit intern. Komite Audit dilaksanakan oleh anggota Dewan
Komisaris.
Komite pemantau risiko telah | Dewan Komisaris tidak membentuk Komite
melaksanakan fungsinya dengan baik | Pemantau Risiko, disebabkan modal inti di
5) antara lain dengan melakukan evaluasi | bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tunggas
terhadap penerapan fungsi manajemen | dan  tanggung jawabnya Komite  Audit
risiko. dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
Komite remunerasi dan nominasi telah
melaksanakan fungsinya dengan baik
actain el dquan erakukan eyaluasn Dewan Komisaris tidak membentuk Komite
terhadap kebijakan remunerasi dan < s o s
: . Remunerasi dan Nominasi, disebabkan modal inti
memberikan rekomendasi kepada | . : )
oot . I di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tunggas
6) | Dewan Komisaris mengenai kebijakan ; T o Lo
. dan tanggung jawabnya Komite ini dilaksanakan
remunerasi, serta menyusun dan A
< . . | oleh anggota Dewan Komisaris.
memberikan rekomendasi mengenai
sistem serta prosedur pemilihan
dan/atau penggantian anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris.
7) Komite yang dibentuk menjalankan | BPR tidak membentuk Komite Manajamen Risiko
tugasnya secara efektif, termasuk | dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal
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No|  KRITEF TERANGAI
menyelenggarakan rapat komite sesuai | inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK
dengan pedoman dan tata tertib kerja.
Masing-masing komite mengevaluasi | BPR tidak membentuk Komite Manajamen Risiko
8) pedoman dan tata tertib kerja komite | dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal
secara konsisten. inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga tidak
ada pedoman dan tata tertib kerja komite.
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Komite Direksi memberikan rekomendasi | Komite Kredit selalu menerima masukan dari PE
kepada Direksi terkait penerapan | Fungsi Manajemen Risiko kepada komite kredit
manajemen risiko dan pelaksanaan | (sesuai ambang batas) sebagai pertimbangan
9) | pemberian kredit serta | komite kredit dalam melakukan kredit review dan
mempertanggungjawabkan seluruh | atau pertimbangan untuk keputusan kredit sesuai
pelaksanaan tugas kepada Direksi. Batas Wewenang Kredit (BWK).
Komite Dewan Komisaris memberikan
::tfarirleniis;r:e: :d:u;)ifv:ra‘:erl:‘on;ls:r;si Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk, sebab
v P o » TUNES | bR Modal Inti di bawah Rp 50 M sehingga tidak
manajemen risiko, serta kebijakan . ’ ) s
10) . o ada pemberian rekomendasi komite audit intern,
remunerasi dan nominasi dan . £ e . .
. fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi
mempertanggungjawabkan seluruh ik
dan nominasi
pelaksanaan tugas kepada Dewan
Komisaris.
l-?asﬂ fapat omite leuangkan da}am Tidak ada hasil rapat komite dewan komisaris
risalah rapat dan didokumentasikan : : :
11) . Ty untuk dituangkan dalam risalah rapat, disebabkan
dengan baik, serta dibagikan kepada | _.
: tidak mebantuk.
seluruh anggota komite.
KESIMPULAN Nilai Faktor 4
a. | Struktur:
1) | Faktor Positif:
Tidak ada
2) | Faktor Negatif:
BPR tidak membentuk Komite
Mol Risik Ko
anajamen Ristko dan Komite | 0y o (cukup Baik)
Dewan Komisaris, disebabkan .
e s Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite termasuk
modal inti di bawah Rp 50 M : : A :
sesuai POJK predikat Cukup Baik, yang ditunjukkan antara lain :
b e 1. BPR belum membentuk Komite sebab modal inti di
. 1) F'kt Bossie bawah Rp 50 M yang sesuai POJK.
i 2. BPR hanya membentuk Komite Direksi seperti
Secara umum BPR telah . .
. v . : Komite Kredit.
membentuk Komite Direksi seperti
Komite Kredit dan tidak
membentuk Komite Dewan
Komisaris sebab modal inti di
bawah Rp 50 M yang sesuai POJK
2) | Faktor Negatif:
Tidak ada
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E. FAKTOR 5-PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan Benturan Kepentingan

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

A. ()
BPR memiliki kebijakan benturan
kepentingan yang mengikat setiap
1) pengurus dan pegawai BPR, termasuk | BPR belum memiliki kebijakan benturan kepentingan
pengungkapan benturan kepentingan, | yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
penanganan benturan kepentingan,
administrasi, dan dokumentasi.
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Dalam hal terjadi benturan
kepentingan, anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan
pegawai mengungkapkan benturan
kepentingan dalam setiap keputusan | Tidak terdapat dan apabila terjadi benturan
2) vang memenuhi kondisi adanya | kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan
benturan  kepentingan, menangani | Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu
benturan kepentingan, dan tidak | diungkap secara transparan melalui laporan
mengambil tindakan yang berpotensi | penerapan tata kelola BPR.
merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR  sesuai dengan
kebijakan benturan kepentingan.
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Anggota Direksi, anggota Dewan | Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat
Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan | Eksekutif, dan pegawai selalu menghindarkan diri
3) | pegawai menghindarkan diri dari segala | dari segala bentuk / pontensi benturan kepentingan
bentuk benturan kepentingan, termasuk | yang didukung dengan fakta integritas dari semua
potensi benturan kepentingan. pihak terkait.
Benturan kepentingan yang dapat
merugikan atau mengurangi | Benturan kepentingan yang merugikan atau
a) keuntungan BPR diungkapkan dan | mengurangi keuntungan BPR selalu diungkapkan
diselesaikan dalam setiap keputusan | dan diselesaikan serta didokumentasikan walaupun
serta telah terdokumentasi dengan | sampai saat ini belum terjadi.
baik.
BPR berhasil menangani benturan | BPR telah  berhasil menangani  benturan
5) | kepentingan dengan baik. kepentingan dengan baik, karena sampai saat waktu

laporan ini belum terjadi,

JYJITTIITIIITIIIdddddddddiiidiiid
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KESIMPULAN Nilai Faktor 5
Struktur:
1) | Faktor Positif:
Tidak ada
2) | Faktor Negatif:

BPR sampai saat ini belum memiliki
kebijakan benturan kepentingan

Proses:

1)

Faktor Positif:

Tidak terdapat dan apabila terjadi
benturan kepentingan, anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris,
Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu
diungkap secara transparan melalui
laporan penerapan tata kelola BPR

2)

Faktor Negatif:
Tidak ada

Hasil:

1)

Faktor Positif

BPR telah berhasil menangani
benturan kepentingan dengan baik,
karena sampai saat waktu laporan ini
belum terjadi,

2)

Faktor Negatif
Tidak ada

Nilai : 2 (Baik)

Penanganan benturan kepentingan predikat

Baik, yang ditunjukkan antara lain :

1. BPR belum memiliki kebijakan benturan
kepentingan.

2. BPR tidak terdapat benturan kepentingan,
jika terjadi benturan kepentingan selalu
diungkap secara transparan melalui
laporan penerapan tata kelola.
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F. FAKTOR 6 — PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Penerapan Fungsi Kepatuhan

A.

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
belum terpenuhi sesuai dengan POJK.

2)

BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat
Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai
permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan

3)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan telah menyusun
dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan
prosedur kepatuhan.

Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan telah menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem dan
prosedur kepatuhan.

4)

BPR telah menyediakan sumber daya manusia
dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada
satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan
tugas secara efektif.

BPR telah menyediakan sumber daya manusia
dengan kuantitas dan kualitas yang cukup
memadai pada Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

5)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain
melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang
berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan,
serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
telah merumuskan strategi untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui
menyusunan kebijakan kepatuhan sejalan
dengab visi dan misi BPR.

6)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah
memenuhi seluruh ketentuan peraturan
perundangundangan.

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
yang dilakukan PE Kepatuhan telah cukup
mampu memastikan kegiatan usaha BPR sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

7)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan pedoman Kkerja,
sistem dan prosedur kepatuhan.

Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan cukup mampu melakukan tugas dan
tanggung jawab

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

8)

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
terhadap ketentuan.

BPR berhasil cukup mampu menurunkan
tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

9)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait
pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini,
utuh, dan tepat waktu.

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
telah menyampaikan laporan-laporan terkait
pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai POJK.
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KESIMPULAN Nilai Faktor 6
Struktur:
1) | Faktor Positif:
BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang
menangani  fungsi kepatuhan dan telah
menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja,
sistem dan prosedur kepatuhan
2) | Faktor Negatif: Nilai : 2 (Baik)
Tidak ada Penerapan fungsi kepatuhan predikat Baik,
Proses: yang ditunjukkan antara lain :
1) | Faktor Positif: 1. BPR belum memiliki Direktur yang
Tidak ada membawahkan fungsi kepatuhan sesuai
2) | Faktor Negatif: dengan POIJK.
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan | 2. BPR cukup mampu memastikan kegiatan
vang dilakukan PE Kepatuhan telah cukup usaha BPR sesuai dengan peraturan
mampu memastikan kegiatan usaha BPR sesuai perundang-undangan yang berlaku.
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil:
1) | Faktor Positif
BPR berhasil cukup mampu menurunkan tingkat
pelanggaran terhadap ketentuan.
2) | Faktor Negatif
Tidak ada
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G. FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

7 | Penerapan Fungsi Audit Intern

A.

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat
Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern
sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah memiliki / menunjuk Pejabat
Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit
intern POJK.

2)

BPR melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki
dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah
disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.

BPR telah melaksanakan PE fungsi audit intern
yang disertai telah memiliki dan mengkinikan
pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Audit)
sesuai POJK.

3)

Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang
melaksanakan fungsi audit intern independen
terhadap fungsi operasional.

PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsi
audit intern telah mampu melaksanaan secara
independen terhadap fungsi operasional.

4)

Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang
melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab
langsung kepada direktur utama.

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi
audit intern telah cukup mampu bertanggung
jawab langsung kepada direktur utama.

5)

BPR telah menyediakan sumber daya manusia
dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada
satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang
melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan
tugas secara efektif.

BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas
dan kualitas yang cukup memadai sebagai
Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan audit
intern secara efektif.

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR
dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh
aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung
diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR
dan masyarakat.

BPR telah menerapkan fungsi audit intern
sesuai dengan pedoman audit intern sesuai
POJK.

7)

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji
ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja
satuan kerja audit intern dan kepatuhannya
terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.

BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk
melakukan kaji ulang tentang hasil kerja
satuan kerja audit intern, disebabkan BPR
modal inti di bawah Rp 50 M.

8)

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara independen dan memadai yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program
audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan
tindak lanjut hasil audit.

Pelaksanaan fungsi audit intern telah
diilaksanakan secara independen mencakup
persiapan audit, penyusunan program audit,
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan
tindak lanjut hasil audit

9)

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan
berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit
intern.

BPR belum secara optimal melakukan
peningkatan mutu keterampilan SDM secara
berkala dan berkelanjutan terkait dengan
penerapan fungsi audit intern.

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

BPR mempresentasikan rencana dan realisasi
program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas
Jasa Keuangan.

BPR belum mempresentasikan rencana dan
realisasi program audit tahunan sesuai
permintaan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali
hanya sebatas laporan hasil audit.

11)

BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan
fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan

BPR telah menyampaikan laporan terkait
pelaksanaan fungsi audit intern kepada
Otoritas Jasa Keuangan tentag Pokok Hasil
Audit setiap awal bulan Januari tehun
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[ tepat waktu.

berikutnya.

KESIMPULAN

Nilai Faktor 7

a. | Struktur:

1)

Faktor Positif:

BPR telah melaksanakan PE fungsi
audit intern yang disertai telah
memiliki dan mengkinikan pedoman
dan tata tertib kerja (Piagam Audit)
sesuai POJK.

2)

Faktor Negatif:
Tidak ada

b. | Proses:

1)

Faktor Positif:

BPR telah menerapkan fungsi audit
intern sesuai dengan pedoman audit
intern sesuai POJK.

2)

Faktor Negatif:
Tidak ada

c. | Hasil:

1)

Faktor Positif

BPR telah menyampaikan laporan
terkait pelaksanaan fungsi audit
intern kepada Otoritas Jasa Keuangan
tentag Pokok Hasil Audit setiap awal
bulan Januari tehun berikutnya.

2)

Faktor Negatif
Tidak ada

Nilai : 2 (Baik)

Penerapan fungsi audit intern predikat Baik, yang

ditunjukkan antara lain :

1. BPR telah melaksanakan fungsi audit intern sesuai
dengan POJK dan melakukan pengkinian pedoman
dan tata tertib kerja sesuai dengan POJK.

2. BPR telah menyampaikan laporan terkait
pelaksanaan audit intern kepada OTORITAS JASA
KEUANGAN.
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H. FAKTOR 8- PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No| ~ KRITERIA / INDIKATO KETERANGAN /
8 Penerapan Fungsu Audit Ekstern
A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek
legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,

1) standar profesional akuntan publik, target waktu | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan
penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa | Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai POJK.
Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan
kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang
memadai.

B. | Proses Penerapan Tata KeIoIa (P)

Dptaft Pelaksanaan aule laparan keuanganBes, BPR. Pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di . .
b telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang

2) Otorltas. Jasa Keuangan serta memperoleh terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta
persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan )

A ; . y memperoleh persetujuan RUPS maupun Dewan
Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite Konisaris di saat RUPS
audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit). )
BPR melaporkan hasil audit KAP dan management BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan

3) | letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat management letter kepada Otoritas Jasa
waktu. Keuangan secara tepat waktu.

C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Hasil audit dan management letter menggambarkan | Hasil audit dan management letter telah

a) permasalahan BPR dan menyajikan informasi menggambarkan  permasalahan BPR  dan
keuangan yang transparan dan berkualitas. informasi keuangan vyang transparan dan

berkualitas sesuai SAK.
Cakupan_ basi aUle paling S_Ed'klt se§ual denedn Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai

5) | ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam dengan ruang lingkup audit POJK
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. )

KESIMPULAN Nilai Faktor 8
a. | Struktur:
1) | Faktor Positif:
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai
POJK.

2) | Faktor Negatif: Nilai : 2 (Baik)

Tidak ada Penerapan fungsi audit ekstern predikat Baik, yang
b. | Proses: ditunjukkan antara lain :

1) | Faktor Positif: 1. BPR telah menunjuk akuntan publik dan KAP
Pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta
BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan memperoleh persetujuan melalui RUPS .

KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa | 2. Hasil audit dan management letter telah
Keuangan serta memperoleh persetujuan menggambarkan permasalahan BPR.
RUPS maupun Dewan Konisaris di saat
RUPS.

2) | Faktor Negatif:
Tidak ada

c. | Hasil:
1) ] Faktor Positif
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Hasil audit dan management letter telah
menggambarkan permasalahan BPR dan
informasi keuangan yang transparan dan
berkualitas sesuai SAK.

2)

Faktor Negatif
Tidak ada
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. FAKTOR 9 — PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti
9 | Fraud

A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau

PejabatEekuiyas b.ertang.gung Ja.“{ab BPR telah memiliki / menunjuk PE Manajemen Risiko

terhadap penerapan fungsi manajemen risiko ; ]

: . | yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi

1) | sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi : Al 2 ; s

anti fraud, program anti pencucian uang dan manaje'men risiko, ft'mgsu anti fraud, program anti

2 . | pencucian uang sesuai POJK.

pencegahan pendanaan terorisme sesuai

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR memiliki dan menginikan kebijakan | BPR telah memiliki dan belum melakukan pengkinian

2) | manajemen risiko, prosedur manajemen | kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen

risiko, dan penetapan limit risiko. risiko, dan penetapan limit risiko.

BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan | BPR telah memiliki dan belum melakukan pengkinian

prosedur secara tertulis mengenai | kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai

3) | pengelolaan risiko yang melekat pada produk | pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan

dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan | aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

yang berlaku.

B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat

Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap

penerapan” fungsi ‘manajemen fisiko :sesuaf Pejabat Eksekutif telah bertanggung jawab terhadap

dengan permodalan, termasuk fungsi anti i : isik 2 danoas

fraud, program anti pencucian uang dan Fesanin oe manajeme‘en ".S' e : e

4) : permodalan, termasuk fungsi anti fraud sesuai POIJK,

pengepdian pentianaan terqnsme walaupun hasilnya belum opntimal.

melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan kebijakan dan prosedur

berdasarkan  ketentuan  Otoritas  Jasa

Keuangan.

Direksi: Direksi telah :

a. menyusun  kebijakan dan pedoman | a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
penerapan manajemen risiko secara manajemen risiko secara tertulis, walaupun belum
tertulis; diilakukan pengkinian.

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi | b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi atas
yang memerlukan persetujuan Direksi; usulan PE  Operasional yang memerlukan

5) c. melakukan  kebijakan  dan  strategi persetujuan Direksi;
manajemen risiko dengan baik; dan c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen

d. memastikan penerapan serta melakukan risiko dengan baik; dan
evaluasi secara berkala terhadap kebijakan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi
strategi anti fraud, program anti pencucian secara berkala terhadap kebijakan strategi anti
uang dan pencegahan pendanaan fraud, program anti pencucian wuang dan
terorisme. pencegahan pendanaan terorisme, walaupun

hasilnya belum optimal.

Dewan Komisaris: Dewan Komisaris, telah :

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan | a. menyetujui dan  mengevaluasi  kebijakan
manajemen risiko; manajemen risiko;

6) | b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi | b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
atas pelaksanaan kebijakan manajemen pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui
risiko; pengawasan langsung dan tidak langsung.

¢. mengevaluasi dan memutuskan | c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan
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permohonan Direksi yang berkaitan dengan
transaksi yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris;

d. melakukan pengawasan secara  aktif
terhadap pelaksanaan kebijakan dan
strategi manajemen risiko; dan

e. memastikan penerapan serta melakukan
evaluasi secara berkala terhadap kebijakan
strategi anti fraud, program anti pencucian

Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;

d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap
pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen
risiko; dan

e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi
secara berkala terhadap kebijakan strategi anti
fraud, program anti pencucian uang dan

pencegahan pendanaan terorisme.

uang dan pencegahan  pendanaan
terorisme.
BPR melakukan proses identifikasi, | BPR belum secara efektif melakukan proses

7) pengukuran, pemantauan, dan pengendalian | identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
risiko terhadap seluruh risiko. pengendalian risiko terhadap aktivitas usaha, produk
dan layanan.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen | BPR belum secara efektif menerapkan tata kelola,
8) risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang | manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
didukung dengan kebijakan atau prosedur | walaupun telah penyusun kebijakan atau prosedur
yang diperlukan. yang diperlukan.
BPR menerapkan program anti pencucian
9) uang dan pencegahan pendanaan terorisme | BPR telah mampu menerapkan program APU & PPT
dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai | sesuai POJK.
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara | BpR telah menyusun kebijakan dan prosedur strategi
efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa | anti fraud secara efektif sesuai dengan POJK,
49) Keuangan. walaupun baru menerapkan setelah dibuat peraturan
BPR.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern | BPR belum secara efektif dalam menerapkan sistem
11) | yang menyeluruh. pengendalian intern yang menyeluruh dibukikan
laporan audit intern masih terdapat temuan.
BPR menerapkan manajemen risiko atas | BPR belum efektif dalam penerapan manajemen risiko
seluruh risiko yang diwajibkan sesuai | pada kesemua unit dan jenjang organisasi yang sesuai
12) | ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. diamanatkan POJK, tetapi hanya sebatas membuat
laporan profil risiko ke OJK.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai | BPR telah memiliki sistem informasi, walaupun
yaitu sistem informasi manajemen vyang | belum memadai mengelola data menjadi informasi,
13) mampu menyediakan data dan informasi yang | sebagai akibat dalam pengumpulan data yang lengkap,
lengkap, akurat, kini, dan utuh. akurat, kini, dan utuh tetapi dalam pengelolaam
belum mampu menjadi informasi sebagai dasar
pengambil keptusan.
g : melaku!(zfn ReESmbangan Direksi belum melakukan pengembangan sadar risiko
budaya manajemen risiko pada seluruh - = o
. e . dan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang
14) Jees .orgamsaSI e ‘penmgkata.n organisasi dan peningkatan kompetensi SDM terkait
kompetensi sumber daya manusia antara lain ST ; By
trelll | pelatlEn Rt Sosaies tentang ;?emahaman jenis risiko dan manajemen risiko
. . =i pada kegiatan usaha, produk dan layanan.
mengenai manajemen risiko. .
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil | BPR telah menyusun laporan profil risiko kepada
15) | risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada | Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK tetapi belum

Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

secara optimal untuk memperbaiki profil risiko masih

Page | 24




h__»
)
E_»)
>
. _»)
>
-
5
-
)
)
.
)
i
.
“—
)
.

Ui

IR R

No| ~ KRITER DIKATOR -+ KEJERANGAN = =
Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu | tergolong cukup tinggi, tinggi dan sangat tinggi.
memelihara dan memperbaiki profil risiko
dalam rangka mendukung penerapan
manajemen risiko yang lebih baik.

PR me”yus‘f" laparah-produk dan'aktlwtas BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas

16) BakJang dllapc?rkan § vk Otorntas ot baru yang dilaporkan kepada OJK, di sebab belum
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa =t

melakukan penambahan poduk dan aktivitas baru.
Keuangan.
BPR menyusun dan menyampaikan laporan | BPR belum menyusun Kebijakan dan Prosedur Anti

17) penerapan strategi anti fraud secara rutin | Fraud tetapi belum menyampaikan laporan ke OJK
serta laporan kejadian fraud yang berdampak | sehinga penerapan strategi anti fraud baru sedang
signifikan. dilaksanakan dan tidak terjadi fraud.

KESIMPULAN Nilai Faktor 9
a. | Struktur:
1) | Faktor Positif:
2) | Faktor Negatif:
BPR telah memiliki dan belum
melakukan pengkinian kebijakan dan
prosedur secara tertulis mengenai | Nilai: 3 (Cukup Baik)
pengelolaan risiko yang melekat pada | Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
produk dan aktivitas baru sesuai dengan | predikat Baik, yang ditunjukkan antara lain :
ketentuan yang berlaku. 1. BPR telah memiliki / menunjuk PE Manajemen Risiko
b. | Proses: yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi

1) | Faktor Positif: manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti

pencucian uang sesuai POJK.

2) | Faktor Negatif: 2. BPR belum secara efektif melakukan proses
BPR belum secara efektif melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
proses identifikasi, pengukuran, pengendalian risiko terhadap aktivitas usaha, produk
pemantauan, dan pengendalian risiko dan layanan.
terhadap aktivitas usaha, produk dan | 3. ppR telah menyusun laporan profil risiko kepada
layanan. Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK tetapi belum

c. | Hasil: secara optimal untuk memperbaiki profil risiko masih

1) | Faktor Positif tergolong cukup tinggi, tinggi dan sangat tinggi

2) | Faktor Negatif
BPR telah menyusun laporan profil risiko
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
POJK tetapi belum secara optimal untuk
memperbaiki profil risiko masih tergolong
cukup tinggi, tinggi dan sangat tinggi.
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J.

FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

10

Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan
prosedur tertulis yang memadai terkait
dengen ?’MPK terrnasuk' s B h BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau : - 2
1) | debitur besar, berikut monitoring dan t(?rtuhs Yage imemada) terkalt"dengan SMBK. dan
. : ¢ dituangkan pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur
penyelesalan_masalahr.]ya s=bagal baglariatau Perkreditan BPR yang telah sesuai dengan POIK.
bagian terpisah dari pedoman kebijakan
perkreditan- BPR sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
BPR secara berkala mengevaluasi dan | BPR secara berkala telah mengevaluasi dan
menginikan kebijakan, sistem dan prosedur | mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar
2) | BMPK agar disesuaikan dengan peraturan | disesuaikan dengan POJK, terbukti tidak pernah terjadi
perundangundangan. pelanggaan dan pelampuan BPMK.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada
pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar | Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau
3) telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa | pemberian kredit besar selalu menerapkan prinsip
Keuangan mengenai BMPK dan | kehati-hatian dan BMPK, walaupun masih terdapat
memperhatikan prinsip kehatihatian maupun | kredit bermasalah.
peraturan perundang-undangan.
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada
pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang | BPR selalu melaporkan ke OJK tentang BMPK didalam
a) melanggar dan/atau melampaui BMPK telah | LAPBUL untuk pemberian kredit kepada pihak terkait
disampaikan secara berkala kepada Otoritas | dan/atau pemberian kredit walaupun tidak terjadi
Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu | pelanggaran dan/atau melampaui BMPK.
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui | BPR sampai masa laporan ini tidak pernah melanggar
5) | BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa | dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas
Keuangan. Jasa Keuangan
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KESIMPULAN Nilai Faktor 10
Struktur:
1) | Faktor Positif:

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan

prosedur tertulis yang memadai terkait dengan

BMPK dan dituangkan pada Pedoman

Kebijakan (?an Prosedur Perkreditan BPR yang Nilai : 2 (Baik)

telah sesuai dengan POJK. : ! : :

2) | Faktor Negatif: Ba?as Maksw.nurrf Pemberian Kre.dlt predikat

Tidak ada Baik, yang ditunjukkan antara lain :

Protec 1. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan
1) | Faktor Positif: prosedur yang telah sesuai dengan POJK.

Proses pemberian kredit kepada pihak terkait 2. Prosgs pemberian kredi? kePad? plhak

dan/atau pemberian kredit besar selalu terkait dan/atau pemb.en?n kredlt' be§ar

menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPK, selalu menerapkan prm'sup kehatt-hatlar\
walaupun masih terdapat kredit bermasalah dan BMPK, walaupun masih terdapat kredit
2) | Faktor Negatif: bermasalah.

Tidak ada 3. BPR selalu melaporkan ke OJK tentang
Hasil BMPK didalam LAPBUL untuk pemberian
1) | Faktor Positif kredit .kepada : pihak terkait. dan/a.tau-

BPR selalu melaporkan ke OJK tentang BMPK pembgee edi welauon t"."’ak tesjad)

didalam LAPBUL untuk pemberian kredit pelanBEon dany A el apa I ENRI:

kepada pihak terkait dan/atau pemberian

kredit walaupun tidak terjadi pelanggaran

dan/atau melampaui BMPK
2) | Faktor Negatif

Tidak ada
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K. FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No|  KRITERIA /INDIKATOF
11 | Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi
Informasi
A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan
nonkeuangan yang didukung oleh sistem
informasi manajemen yang memadai sesuai

BPR telah menyampaikan laporan keuangan

1) : dan non keuangan tahun 2024 sesuai
ketentuan termasuk sumber daya manusia yang
2 ketentuan OJK
kompeten untuk menghasilkan laporan yang
lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan
pelaporan internal yang didukung oleh sistem
2) informasi manajemen yang memadai dalam | BPR telah memastikan sistem informasi
rangka meningkatkan kualitas proses | manajemen yang memadai
pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas
proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait | BPR telah memiliki Kebijakan dan prosedur
3) | integritas pelaporan dan sistem teknologi | terkait integritas pelaporan dan sistem
informasi. teknologi informasi
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata | BPR telah menerapkan prinsip penerapan tata
2) kelola dan manajemen risiko dalam rangka | kelola dalam penggunaaan dan pemanfaatan
penggunaan dan pemanfaatan teknologi | teknologi informasi
informasi.
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat | BPR telah menyusun laporan publikasi di papan
5) | laporan keuangan, informasi lainnya, susunan | pengumuman BPR setiap triwulan selama
pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai | tahun 2024 sesuai dengan ketentuan OJK
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi
paling sedikit memuat informasi umum, laporan
. :
trapsRaralisk DENCERAN tata' KEIOIg, - Japore) Laporan tahunan periode 31 Desember 2024
keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar . : .
; R yang disampaikan ke OJK materi dan seluruh
akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, ! A . .
6) e : > | aspek transparansi serta informasi sesuai
opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi ;
A N dengan hasil KAP dan ketentuan OJK telah
dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran | .
: g dilaksanakan
data dan/atau informasi laporan keuangan
tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
BPR  melaksanakan transparansi informasi
mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan | Didalam melaksanakan transparansi informasi
7) | data nasabah BPR dengan berpedoman pada | produk, layanan dan atau penggunaan data
persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan | nasabah sudah sesuai ketentuan OJK
Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi
8) dengan tata cara, jenis, dan cakupan | Penyajian laporan yang disampaikan sudah
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas | sesuai dengan ketentuan OJK
Jasa Keuangan.
9) Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai | BPR telah menyampaikan laporan sesuai

dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak

dengan kondisi yang sebenarnya
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~ KRITERI/
terjadinya window dressing, kesalahan penetapan
kualitas kredit, kesalahan perhitungan
PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai
SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan
terkait rekayasa keu?ngan dan/atau rekayasa Tidak teardopat penyalahgunaan dan
hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak A
10) lain baik internal maupun eksternal BPR yang pemanfaatan ekt re.kayasa' KeHHTESn Unti
tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan kepentingan Bk atau Finak aln
perbankan yang sehat.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
11) :;S::jzmkg:o:;::ra J:aira\gkal(;:au‘:iga:uepa;ar:’;:’lc(;z Laporan tahunan dan publikasi disampaikan
dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa SecnEIcAghap dia tepatwa kel
Keuangan.
Laporan penanganan pengaduan dan
PeAyelesatan penigdtedii s lapordi perigdan Laporan terkait pengaduan dan penyelesaian
12) | serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian 5 : 2
pengaduan disampaikan sesuai ketentuan pengadusnbampaikdiscomerneieintan
Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
KESIMPULAN Nilai Faktor 11
Struktur:
1) | Faktor Positif:
BPR telah menyampaikan laporan
keuangan dan non keuangan tahun
2024 sesuai ketentuan OJK
2) | Faktor Negatif:
Tidak ada Nilai : 1 (Sangat Baik)
Proses: = Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
1) | EaktorPositif i predikat Baik, yang ditunjukkan antara lain :
geP:etfa';a):nnlz:::(ZT:;ndZ:;nr:p 1. BPR telah menyampaikan laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan POJK.
penggunaaan dan pemanfaatan
teknologi informasi 2. BPR telah menerapkan prinsip penerapan tata kelola
dalam penggunaan TlI.
2) | Faktor Negatif: 3. Tidak terdapat penyalahgunaan pemanfaatan terkait
Tidak ada rekayasa keuangan.
Hasil:
1) | Faktor Positif
Tidak terdapat penyalahgunaan dan
pemanfaatan terkait rekayasa keuangan
untuk kepentingan BPR atau Pihak lain
2) | Faktor Negatif
Tidak ada
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L. FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS
No|  KRITERIA / INDIKA’
12 | Rencana Bisnis
A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola
1 (8)
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi
1) keuangan berkelanjutan telah disusun oleh | Direksi telah menyusun RBB tahun 2024 dengan
Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris | persetujuan Dewan Komisaris
sesuai dengan visi dan misi BPR.
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana
strategis jangka panjang dan rencana bisnis
tahunan termasuk rencana penguatan RBB telah menggambarkan rencana stratgis jangka
permodalan, rencana penanganan ) U
2) panjang dan rencana bisnis tahunan, termasuk
permasalahan keuangan BPR yang SVl Ssalah be e
memengaruhi keberlangsungan usaha BPR peny P
: dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya
oleh - pemegang wsahain dal.am fngha RBB didukung pemegang saham untuk
memperkuat permodalan dan infrastruktur : :
3) P ; memperkuat permodalan dan infrastruktur lainnya
yang memadai antara lain sumber daya .
’ T iy melalui keputusan RUPS.
manusia, teknologi informasi, jaringan
kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis,
komprehensif dan terukur (achievable) | Penyusunan RBB belum secara komprehensif
dengan mempertimbangkan paling sedikit: melakukan analisis faktor eksternal dan internal
a) a. faktor eksternal dan internal yang dapat | termasuk penerapan manajemen risiko yang belum
memengaruhi kelangsungan usaha BPR; efektif walaupun telah melaksanakan azas
b. asas perbankan yang sehat dan prinsip | perbankan yang sehat
kehatihatian; dan
—— C. penerapan manajemen risiko.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan | Dewan komisaris telah melakukan pengawasan
—— 5) | terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. terhadap pelaksanaan RBB walaupun evaluasi dan
pengawasannya secara komprehensif
- C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana
10) bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa | BPR telah menyampaikan RBB sesuai dengan
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa | ketentuan OJK.
— Keuangan.
Kator Kineri
nchaton bie e Ifet{angan dar? nonkguangan Indikator kinerja keuangan dan non keuangan
n dalam rencana bisnis tercapai sesuai target AR g .
11) ; e dalam rencana bisnis belum semua tercapai sesuai
yang ditetapkan, termasuk realisasi atas ;
g dengan target yang ada di RBB.
“— komitmen pemegang saham.

=
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KESIMPULAN Nilai Faktor 12

Struktur:
1) | Faktor Positif:

RBB telah menggambarkan rencana stratgis

jangka panjang dan rencana bisnis tahunan,

termasuk penyelesaian permasalahan
2) | Faktor Negatif:

dakads Nilai : 2 (Baik)
Proses: R Lo . <

encana Bisnis predikat Baik, yang

1) | Faktor Positif:

Penyusunan RBB belum secara komprehensif
melakukan analisis faktor eksternal dan
internal termasuk penerapan manajemen
risiko yang belum efektif walaupun telah
melaksanakan azas perbankan yang sehat

2) | Faktor Negatif:
Tidak ada

Hasil:

1) | Faktor Positif
BPR telah menyampaikan RBB sesuai dengan
ketentuan OJK.

2) | Faktor Negatif
Tidak ada

ditunjukkan antara lain :

1. BPR telah menyusun RBB sesuai dengan
ketentuan POJK.

2. BPR telah menggambarkan rencana strategis
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
termasuk penyelesaian permasalahan.
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KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Tuah Negeri Mandiri
Posisi : Desember 2024
Nilai

Faktor il 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Komposit

Rata-Rata
hilla 2.27 | 2.29 | 2.27 | 2.36 | 2.40 | 2.56 | 2.27 | 2.00 | 2.94 | 2.00 | 1.50 | 2.14 2.25
Faktor
Predlkat. BAIK
Komposit

Sumber : dari Software Kertas Kerja Penilaian Tata Kelola (Program Excel)

KESIMPULAN AKHIR
Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari
pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip
2) tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan

tindakan normal oleh manajemen BPR

FAKTOR POSITIF

e Aspek Pemegang Saham

e Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

e Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

e Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

e Penanganan Benturan Kepentingan

2) e Penerapan Fungsi Kepatuhan

-~ e Penerapan Fungsi Audit Intern
e Penerapan Fungsi Audit Ekstern
e Batas Maksimum Pemberian Kredit

e Aspek Pemegang Saham

FAKTOR NEGATIF
e Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

e Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

e Rencana Bisnis BPR
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Demikian analisis kesimpulan yang dapat disampaikan.
Pekanbaru, 30 Januari 2025
Disetujui oleh:
i
PANCA TERRIANDA, SE, CRBD AMIR YUSUF
Direktur Komisaris Utama
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